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Baleg Targetkan

RUU Masyarakat Adat Selesai 2x Masa Sidang

ANGGOTA Badan Legisla-
st (Baleg) DPR Deddy Sitorus
mengingatkan, agar Rancan-
gan Undang-Undang (RUU)
Masyarakat Adat memperhatikan
dimenst strategis demt memjawab
persoalan di Indonesta. Pasalnya,
ada perbedaan mendasar antara
masyarakal adat dan masyarakat
hukum adal. Makanya, atuzan m
harus biss mengayomi semuanya
secura adil

Dia memelaskan, selunh mas-
varakat hukum adat merupakan
Dagian dart masyarakat adat, Na-
mun, tdak semug masyarakat adat
mastk kategon masyarakat hukum
adat, Karens itu, berdasarkan ber-
Dagal pengalaman dan presentasi,
sefidaknya terdapat lina dimensi
utama yang harus jadi perhatian
Dersima dalam penyusuman,

Dimenst pertama adalah as-
pek sostologts atau ruang hidup
masyarakal adat. Regulast yang
disusun harus mampu mengako-
modasi kondisi nyata mercka &
lapangan, “ Aturan hukum ity wa-

Jib menyesuaikan kebutuhan il

vang dihadapt seluruh komuntas
di berbagar wilayah Indonesta,”

warmya, humat (12162026

Dimenst kedua adalah aspek
ckonomi dalam kehidupan me-
reka. Pemenintah harus memas-
Ukan masyarakal adat terlibat
proses Pembangunan dan kegiat-
an ckonom secara adil lanpa ke=
hukangan hak melckat. Karena i,
perlikebijakan Yang memperkual
kemandinian ekonomi mereka
sekaligus menjaga keberlangsun-
an budup komunitas adat,

Selam ckonomi, Deddy juga
menekankan dimensi ckologis,
Masvarakat adat memiliki kean-
fan lokal telah terupt ratusan tahun
dalam menjaga keseimbangan
lingkungan dan kelestarzan sum-
ber daya alam. Perlu membungun
cara berpikir bahwa yang dikelola
pada dasamya adalah flipan yang
Barus diwariskan pada generast
berkutnya.

Berikutnya dimensi hukum,
Aspek i jadi yang paling kom-
pleks dalam penyustman aturan
tersebut. Pengaturan masyarakal
hukum adat melibatkan banyak
kementerian dan lembaga yamg
memiliki kewenangan berbeda.
“Sektor itu mula dari agraria,

dalam negen, kehutanin, energ,
(ransmigrast, hingga urusan kelau-
tan perikanan,” jekisnya.

Dimens1 kelima adalah ke-
wajiban untuk integrasi ber-
bagai kepentingan dan kebijakm
negard, [tu dilakukan agar tidak
memmbulkan benturan maupun
sesekan-horzontal i lapangan,
Seluruh pemangku kepentingan
wajib mencart itk temu demi
perlindungan masyarakat adal
secara efektf dan efisien,

Deddy mengingtan harusada
eadilan akses terhadap seluruh
sumber daya agrara, Pemermtah
wajib menjamin pengelolaan
(anah, pertambangan, hingga
wilayah laut secara adil. “Tanpa
keadilan, negara tidak akan mam-
pumenjawab persoalan distribusi
dan pengeloluan sumber agraria
nasional secaramerata,” egasnya,

Anggota Baleg DPR Daniel
Johan menambahkan, berbagal
masukan yang diperoleh dari
kunjungan ke darah harus diter-
Jemahkan ke norma konkret, Se-
bub, pembhasan RUU mi fokus
pada penyempurnaan substansi
pasal demi pasal, agar aturan

ini manipu menjawab semua
persoalan nyat di lipangan.

Danicl menilai, altematf pen-
dekatan deklaratil dalam pen-
gakuan masyarakal adat harus
dibabas. Pendekatan 1y bisa nue-
nyederhanakan proses pengakizn
yang sclama ini sermgkali harus
benalan panjang serta rum, Lang-
Kah: taktis v akan memangkas bi
rokrast berbelt yang menghambat
hak komunitas adat

Tujuan utama pembentukan
regulast 1ty adalah memastikan
masyarakal adat memulikt kedudu-
Kan kuat di mata hukum. Karena
mereka juga berhak memperoleh
Kepastian serta perlindungamatas ru-
amg hidup, “Posis ukum yany kuat
akan melindungy seluruh hak dasar
merek dan ancaman.” ucapnya.

Sejalan dengan i, Wakil Ke-
{0z Baleg DPR Sturman Panjaitan
menargetkan penyusunan RUU
Masvardkat Adat selesai dalam
dua masa sidang. Aturaniu akan
diserahkan kepada Pemerintah
sebagat usulan DPR. Saat ini,
pihaknya seding melakukan
penyerapan aspirast ke berbagai
daerah secara langsung,

Sturman memastkan RUU i
dirancang untuk mempercepat
proses pengakun paling mendasar
bagt masyarakal adat yang selama
puluhan tahun berjalan Tambat,
Jalem keluar yang distapkam adalah
memperjelas pembagian peran
lembaga. Pemerintah kabupaten
dimkota akan ditempatkan scbagal
ujung tombak pendataean di deerah.

Kata dia, Pemerintah kabu-
paten dan kota wyib mefakukan
pendatian secara lebih detanl di
wilavah masing-masing. Setelah
UU dibentuk, statws pengakuan
terhactap masyarakat adat jadi ma-
kinjelas. Baleg juga mengunding
Kementersan terkait, Pemda, serta
komumitas acat sebagal narasummber
Ulama,” terangnya.

Sebelumnya, Menter Hak Asasi
Manusia (HAM) Natalivs Pigai
mengatakan, RUU Masyarakat
Adat mengutamakn penguatan
hukum adat nasional. Eksistensi
mereka belum sepenuhnya dia-
komodast dalam sistem hukum
mastonal, Pengakuan tu sangat
mendesak karena Klastfikast lama
masth dipengaruhi perspektif ko-
lomial dan akademisi Burat. w py8
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